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ABSTRAK

Penulisan skripsi diangkat dari judul : Korban Malpraktik Menurut Undang-Undang No. 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 29 T ahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap permasalahar?
menyangkut malpraktik dibidang kedokteran/medis. Dalam perkembangan teknologi
dibidang kedokteran / medis merupakan sebuah langkah atau upaya positif dalam membantu
dan melayani masyarakat sebagai pengguna jasa kedokteran/medis, tetapi justru malpraktik
cenderung semakin meningkat. Upaya untuk melakukan pencegahan telah dilakukan
pemerintah dan wakil rakyat dengan cara melakukan perubshan dan pembuatan peraturan
perundang-undangan seperti undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan
Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Permasalahan dalam
penulisan ini adalah apakah yang menjadi syarat untuk menentukan perbuatan malpraktik
ditinjau dari Undang-undang No. 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004
dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter yang diduga melakukan malpraktik.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undanganan. Sumber dan bahan penelitian ini terdiri dari tiga bahan yaitu bahan
hukum primer, sekunder dan tersier dan diolah dengan cara dianalisis untuk kemudian ditarik
kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa syarat dalam
menentukan perbuatan malpraktik menurut Undang-undang Undang-Undang No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
apabila malpraktik profesi medis/kedokteran masuk lapangan hukum pidana, maka harus
memenuhi syarat-syarat dalam 3 (tiga) hal pokok, yakni syarat-syarat pada perlakuan medis,
syarat sikap batin dalam hubungannya dengan perlakuan serta akibat perlakuan medis, dan
akibat perlakuan yang merugikan pasien yang dibuktikan dari wujud, cara dan alat perlakuan,
kepada siapa perlakuan dilakukan; penarikan diagnosa, terapi, sampai pada perlakuan setelah
terapi. Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan malpraktik, secara umum dapat
diketahui dari empat kategori yaitu tanggung jawab dokter dalam upaya pelayanan medis,
tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum. Secara khusus
pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan malpraktik dibidang kedokteran/medis
baik dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun dalam Undang-
undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dari sudut hukum pidana, untuk
mengukur suatu perlakuan medis dari seorang pelayan kesehatan apakah telah masuk pada
malpraktik yang membentuk pertanggungjawaban hukum masih secara konvensional pada
dua pasal, yakni Pasal 359 dan Pasla 360 KUHP. Dalam praktiknya kriteria hukum pidana

dalam kedua pasal itu tetap sebagai pegangan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan
kasus dugaan malpraktik kedokteran dari sudut hukum pidana.

Keyword : Korban Malpraktik, Undang-undang Praktik Kedoteran dan Kesehatan



BAB1I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah malpraktik' dalam sistem hukum nasional masih belum
memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak
korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional 2
Sementara itu, korban-korban sebagai akibat tindakan malpraktik menunjukkan
adanya peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak asasi
setiap warga negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945,
sebagai landasan konstitusional 2

Munculnya pemahaman masyarakat yang menyebutkan bahwa pada saat
pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi pidana, maka pada saat
itulah perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan, padahal pemahaman
demikian tidak sepenuhnya benar:

Melalui penelusuran berbagai literatur, peneliti mencoba untuk melihat

bagaimana seharusnya korban malpraktik memperoleh perlindungan hukum serta

. *Malpraktik atau malapraktik dalam beberapa sumber diistilahkan dengan praktik yang
salah, tidak tepat misalnya salah dalam mengobati pasien.Ari Yunanto dan Helmi, Hukum Pidana
Malpraktgk Kedokteran Tinjauan dan Perspektif Medikolegal, Andi, Yogyakarta, 2010, him 27.
Malpraktik atau malapraktik dalam beberapa sumber diistilahkan dengan praktik yang salah,
tidak tepat misalnya salah dalam mengobati pasien.

o1 sz;mbang Waluyo, Viktomologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta,
, Him 8.

*Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 Pascaamandemen ke-IV Tahun 2002.

1
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bagaimana sistem hukum nasional selama ini mengatur perihal perlindungan
kepada korban malpraktik dalam kaitannya dengan korban dibidang kedokteran.*

Dalam beberapa perundang-undang nasional’ permasalahan perlindungan
korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih sementara
(parsial)® dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan
termasuk korban malpraktik.

Perhatian serius terhadap masalah malpraktik, terlihat dengan
dikeluarkannya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime
and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari The
Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment
of Offenders, yang berlangsung di Milan, Itali, September 1985, salah satu
rekomendasinya menyebutkan: 2

Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where
appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants.
Such restitution should include the return of property or payment for the
harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of
the victimization, the provision of services and the restoration of rights.
(terjemahan bebas : Pelanggar atau pihak ketiga bertanggungjawab atas
perilaku mereka, bila perlu harus membayar ganti kerugian yang adil
kepada korban, keluarga mereka atau tanggungan. Restitusi tersebut harus
mencakup pengembalian properti atau pembayaran atas kerusakan atau

*Helmi, Malpraktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,
Seminar Hukum Kesehatan, Banjarmasin, tanggal 9 Oktober 2007, Kerjasama IDI Wilayah
Kalse-RUSD Ulin-Perhuki Wilayah Kalsel, him 12. www.malpraktik//.html. diakses tanggal 25
April 2012.

5 Beberapfa Undang-undang nasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap
masa.lah korban kejahatan antara lain : Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia, Undang-
undang Tgo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana.

Mudakir Iskandarsyah, Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik, Permata Aksara,
Jakarta, 2011, him 78 prakiik

. ’ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma dan Realita, Refika Aditama, Bandung, 2006, Him 20


http://www.malpraktik//.html
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kerugian yang diderita korban, penggantian biaya yang dikeluarkan
sebagai akibat dari penyediaan pelayanan dan rehabilitasi).

Selanjutnya, pembicaraan atau permasalahan menyangkut malpraktek
kedokteran sudah dikenal semenjak awal mula perkembangan teknologi
kedokteran/medis modern. Perkembangan teknologi dibidang kedokteran/medis
merupakan upaya positif dalam membantu dan melayani masyarakat sebagai
pengguna jasa kedokteran/medis.® Perkembangan tersebut jelas memerlukan
sumber daya manusia yang mampu dalam menggunakannya, sehingga dapat
terhindar dari tuduhan-tuduhan malpraktek.

Keberhasilan dalam memberikan pelayanan kesehatan di bidang
kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan
pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang
didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang
membutuhkan pengobatan atas penyakit yang dideritanya.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis/kedokteran,
ditandai dengan maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini
yang seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang
dilakukan dokter. Padahal dokter tidak memiliki kekuasaan untuk
menyembuhkan suatu penyakit.

Sebagian besar masyarakat menganggap dokter merupakan pihak yang

mempunyai keahlian di bidang medis atau kesehatan yang dianggap memiliki

8 -
Pasal 1 butir (10) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentan
! i g Kesehatan menegaskan
bahwa Teknologi kmchstan_ adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk
memba.ntu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan
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kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medis. Sedangkan pasien9
merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan
mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Oleh karena
itu dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi
pasien.

Praktik kedokteran'® bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan siapa saja,
tetapi hanya dapat dilakukan oleh kelompok professional kedokteran yang
berkompeten dan memenuhi standar tertentu. Secara teoritis terjadi sosial kontrak
antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum. Dengan kontrak ini
memberikan hak kepada masyarakat profesi untuk mengatur otonomi profesi,
standar profesi yang disepakati.

Saat ini banyak kasus malpraktek kedokteran yang muncul kepermukaan
dan dilaporkan secara formal oleh pasien/keluarganya ke aparat penegak hukum
(Polisi). Kasus malpraktek kedokteran/medis bukan merupakan hal yang baru,
dan sejak lama kasus-kasus malpraktek cukup akrab terjadi di Indonesia. Hal ini
juga diperkuat hasil riset curan sebagaimana dikutif Kayus Kayowuan yang

mengatakan bahwa 80% kasus malpraktek medis terjadi pada institusi rumah

%Pasal 1 ayat (.IO). Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,
?en:‘muskan past:lin diartikan sebagai setiap orang yang melakukan konsultasi masalah
esehatannya un memperoleh pelayanan kesehatan diperlukan bai
maupunlgidak langsung kepada dokter. yang Ciper beik sccara langsung
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentan
2 g Praktek Kedokteran
merumuskan bahwa _praktek kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam me)aksanakan upaya kesehatan.



5
sakit, sedangkan yang lainnya pada tempat praktek dokter atau klinik-klinik
pengobatan.“

Dalam beberapa tahun belakangan yang dirasakan mencemaskan dunia
kedokteran Indonesia adalah meningkatnya tuntutan dan gugatan malpraktek
dengan jumlah ganti rugi yang cukup banyak, apalagi semenjak diberlakukannya
undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, kebijakan perlindungan'? dan penegakan hukum' di
Indonesia khususnya di bidang kesehatan atau medis pada dasarnya masih perlu
dikritis, dikaji ulang maupun diteliti hal ini lebih disebabkan bekerjanya hukum
akhir-akhirnya justru memperlihatkan dan mempertontonkan betapa penegakan
hukum sampai kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
penegak hukum termasuk penegakan hukum dibidang kedokteran. Namun
demikian seringkali terlupakan perhatian terhadap kecenderungan kejahatan yang
berkembang akhir-akhir ini dilingkungan professional termasuk dilingkungan

kedokteran, perawat atau pelayanan kesehatan/medis.'*

""Kayus Kayowuan Lewoleba, Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktek
Medis), Makalah disampaikan pada kuliah umum Fakultas Kedokteran Univsersitas Indonesia,
Bina Wid¥a, Volume 3, Nopember 2012, him 182

“Pasal 1 angka (6) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban merumuskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan
oleh LPSIIJ( atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

.Secam konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyeras:kan hubungm.l nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
tm:nggawantah dan.sdmp tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto
Fakior-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, him. 3. ’

14 . .
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP UNiversitas iponegoro,
Semarang, 2002, him 83 " >
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Beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak
mendapatkan pelayanan semestinya, pelayanan buruk, informasi yang tidak
akurat dan kadang-kadang berakhir dengan kematian atau cacat seumur hidup,
justru menjadi kwatiran masyarakat pengguna jasa kesehatan/medis yang pada
akhirnya dianggap masyarakat sebagai perbuatan malpraln:tik.ls

Begitu juga kasus yang dialami pasien Prita Mulya Sari beberapa waktu
yang lalu yang berujung kepada proses hukum di pengadilan dengan dugaan
telah melakukan pencemaran nama baik dokter rumah sakit Omni Internasional
yang memeriksa pasien Prita Mulya Sari.'®

Beberapa kasus dibawah ini'” yang berkaitan diduga malpraktek
kedokteran yang mengakibatkan korban meninggal usai operasi caesar. Dugaan
kasus malpraktek kembali terjadi, korbannya hampir sama namanya dengan Prita
Mulyasari yakni Pramita Wulansari. Wanita ini meninggal dunia tidak lama
setelah menjalani operas caesar di Rumah Sakit Surabaya Medical Service.

Nita Nur Halimah, gadis desa asal Blitar, Jawa Timur, yang diduga

menjadi korban malpraktek salah satu dokter di desanya, akhimya meninggal

'5 Helmi, Op cit, him 79

'“Taufik Wijaya, Diduga Korban Malpraktek, Sekujur Tubuh Fatullah Melepuh,
detikNews, tanggal 27 Februari 2005. Seorang remaja diduga menjadi korban malpraktek
kedokteran di Lampung. Fatullah (14), warga Kampung Karanganyar, Desa Klaten, Kecamatan
Penengahan, Lampung Sclatan, sckujur tubuhnya mclepuh dan berwama kehitam-hitaman,
setelah mendapat suntikan dan menelan obat dari seorang dokter yang merawatnya. Sumber :
Internet :l ;vww kasusmalpraktik//html. diakses tanggal 12 Maret 2011

Beberapa Kasus-kasus Malpraktek yang dihimpun PT Indosiar Visual Mandiri Tbk,

Tahun 2009. Sumber : http://www.Merebaknyamalpraktik//html, diakses tanggal 23 Maret 2011.


http://www.kasusmalpraktik//html
http://www.Merebaknyamalpraktik//html
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dunia. Korban sempat menjalani perawatan intensif, bahkan mendapat alat bantu
pernafasan di Rumah Sakit dr Syaiful Anwar, Malang.'®

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhimya memenangkan gugatan Sisi
Chalik dalam kasus malpraktek yang diduga dilakukan Rumah Sakit Ibu dan
Anak Budi Jaya. Majelis Hakim memutuskan pihak tergugat membayar kerugian
sebesar 792 juta rupiah. Dugaan Malpraktek terjadinya terhadap pasien dioperasi
tanpa pemberitahuan keluarga. Seorang pasien yang menjalani operasi usus buntu di
RSCM Jakarta diduga menjadi korban malpraktek. Pasien tersebut diterlantarkan
dan tidak mendapatkan perawatan yang baik hingga harus dirawat selama 24
hari. *°

Seorang pasien di rumah sakit umum daerah kupang mengalami koma

selama 8 hari setelah menjalani operasi caesar. Sampai saat ini korban belum
juga sadarkan diri dan masih dalam kondisi kritis. ?° Pasien pengidap penyakit
steven johnson syndrome, setelah tiga minggu dirawat di Rumah Sakit Centra
Medika Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Syadiah, pengidap steven johnson
syndrome yang mengakibatkan infeksi luka bakar pada kulit. 2!

Pasien dengan tubuh menghitam setelah minum obat dan diduga akibat
malpraktek dokter Blitar, seorang gadis asal Blitar, Jawa Timur terpaksa dirujuk

ke Rumah Sakit Dokter Saiful Anwar Malang, Jawa Timur. Seluruh tubuhnya

:;auﬁk Wijaya, Loc cit
uhamadTaufik, Malpraktik, www.http://digilib.petra.ac.idjj iunkpe/s1/jdkv/
) A ; : 2006
/jlunkpet;%;ln/2006-42402078-10362- pdf. diakses tanggal 17 Maret 2012. ! !

ny Isfandyaric, Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana. Penerdi
Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005, him 32 / ' *

21 .
www.Tabloid Pasta, Korban Malpraktek Menangkan Gugatan Lawan Rumah Sakit, diakses
tanggal 20 Februari 2012. Sakt


http://www.Tabloid
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berubah menghitam setelah meminum obat dari dokter tempat dia berobat di
asalny::l.22

Seorang bocah berusia 5 tahun di Sumatera Utara dan diduga akibat
malpraktik setelah menjalani operasi usus buntu menjadi lumpuh dan bisu, setelah
menjalani operasi usus buntu. Pihak keluarga mencurigai pihak rumah sakit
melakukan malpraktek terhadap anak mereka.”® Satu lagi kasus dugaan
malpraktek rumah sakit terjadi. Seorang wanita selama 9 tahun mengalami
kebocoran usus usai menjalani operasi tumor rahim disebuah rumah sakit swasta
dikawasan Tebet, Jakarta Selatan tahun 2000. Namun pihak rumah sakit
membantah telah melakukan malpraktik.

Seorang warga di Tegal, Jawa Tengah tewas diduga akibat malpraktek
saat dirawat di rumah sakit. Korban diberi cairan infus yang sudah kadaluarsa
saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal sehingga kondisinya
terus memburuk dan akhirya tewas. >* Kasus-kasus demikian merupakan contoh
yang menggambarkan sikap kurang hati-hati, kurang teliti, kesembronoan, dan
kecerobohan dari tenaga medis dibidang kedokteran, baik yang dilakukan oleh

dokter maupun tenaga medis rumah sakit, yang seringkali dikenal dengan istilah

malpraktik medis (medical malpractice).

o
Ibid
23 .
Berita, RCTI Tanggal 21 April 2010 Tentang adanya dugaan malpraktik k kteran,
diakses tanggal 27 Februari 2012. ® " P ode

Mare Z:lzhup//www.Dugaan Malpraktiki/Pasien Tewas Setelah diinfus, diakses tanggal 22


http://www.Dugaan
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Tindakan malpraktik menimbulkan kerugian baik materiil maupun
immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban.? Perlindungan®
korban malpraktik dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh
perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan
termasuk kejahatan dibidang profesi seperti kedokteran belum memperoleh
pengaturan secara khusus dalam perundang-undangan nasional.

Perlunya diberikan perlindungan hukum?’ pada korban kejahatan secara
memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena
itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Dalam pengaturan
Hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.
Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang
menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik maupun psikologis, korban juga
harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan
hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus
kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi)
kejahatan yang pemah menimpanya pada saat sedang menjalani proses
pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di

pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika

25 ) . . ‘
Jawa ﬁqﬁum;ak%i?ﬁiim&::em% Penerbit Korpri Sub Unit Km.lwﬂ Depkes
Balai Pustaka, 1996, hal. 526. Libat juga Awmfﬂﬂ?ﬁﬁieﬁ”ﬁ“ﬁmﬁim
gzl"u:gﬁ;d';;g;"h’lim“;m;’mMPﬁg{a{’ Al;algl‘::' ﬁf‘(ﬁ:&'ﬂfeﬁ (: a:g",r::' "agg& g’am'ta)'
Peﬂindmzlﬁn ulslm (:;n g:gnsald o "g un entang
Sengheta Pajak, PT. Raja Grafindo ;m;;nggmf:{ ib Pajak Dalam Penyelesaian
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dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa

peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan “hak istimewa”

kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.

Kasus malpraktik di bidang kesehatan yang ada seringkali berujung
kepada penderitaan pasien, perlu dilakukan penelitian terutama adanya hubungan
hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak,
pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya. Berdasarkan uraian di
atas, maka skripsi ini akan mengkaji permasalahan dengan judul : Korban
Malpraktik Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi syarat untuk menentukan perbuatan malpraktik ditinjau
dari Undang-undang No. 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 29 Tahun
2004 ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter yang diduga melakukan
malpraktik?

Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan syarat dalam menentuk perbuatan malpraktik
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2. Mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan

malpraktik.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dibidang
ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kedokteran dan kesehatan dalam
kaitannya dengan syarat-syarat dalam menentukan perbuatan malpraktik yang
mengakibatkan atau menimbulkan korban.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan
sumbangan pemikiran serta solusi kongkrit bagi setiap orang, para legislator
(tahap formulasi)® dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap
bagi masyarakat yang mengalami malpraktik. Penelitian ini juga diharapkan
dapat bahan evaluasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminta

pelayanan atau pengobatan di bidang kesehatan.

2%Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Pefzqn.ggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, him 79. Tahap
Formulasi ini merupakan tahap"yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, karena itu
kesalahan/kelemahan pada kebijakan legislatif ini merupakan kesalahan strategis yang dapat

menjadi faktor penghambat dalam upaya ahan dan j
e 4 penceg penanggulangan kejahatan pada tahap



12

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif®® dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan30 dibidang
kesehatan dan kedokteran dalam kaitannya dengan masalah malpraktik.
Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang
berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
dibidang kedokteran, baik hukum positif yang berlaku sekarang (ius
constitutum) maupun hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).’!

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan untuk mengkaji permalasahan yang berkaitan dengan
masalah malpraktik. Penelitian hukum normatif mencakup : (1) penelitian
terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3)
penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan
hukum; dan (5) sejarah hukum.?? Berdasarkan lima jenis pendekatan tersebut
di atas, maka penelitian menggunakan pendekatan terhadap sistematikan
hukum. Di samping hal di atas, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu

suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan

®Jhoni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hulkum Normatif, Bayumedia,
Surabayx;,o 2006, him 47
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah
Ragam l;(IJrian Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 , him 37
Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Perkembangan Hukum
Pidana, Referensi, Jakarta, 2012, him 78 e “
rjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normati "Suatu Tinjauan
Singkat”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14 4 Y
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menganalisis suatu peraturan hukum®® yang dalam hal ini berkaitan
malpraktik dibidang kesehatan dan kedokteran.
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. =
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat® atau bahan
hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.* Penelitian ini
juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer.” Di samping kedua bahan hukum tersebut di
atas, penelitian ini juga ditunjang dengan bahan hukum tersier yaitu bahan
hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap
bahan hukum primer dan sekunder.’® Adapun data sekunder yang diperoleh
dari penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk mendapatkan
konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual
dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya
ilmiah lainnya. Data sekunder Penelitian yang digunakan terdiri dari :*
a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum
yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-

undangan yang terdiri dari Undang-undang Dasar, Undang-Undang No. 29

Soeqono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta 1986, him 63

#Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Cet-ke-5, Jakarta, 2007, him 52

.l . 1bid, him 14
Pnter Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, him 141
S:et]ono Soekanto dan Sri Mamudji, Op cit, him 15
38 Ibid

¥Jhonny tbrahim, Op cit, him.192.
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Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 44 Tahun
2004 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, KUHP, dan Peraturan Pemerintah dibidang Kedokteran, Rumah
Sakit, Kesehatan dan Kedokteran Gigi.

b. Bahan hukum. Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku
teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian. terdiri dari
rancangan undang-undang hukum pidana Tahun 2004, 2005 dan Tahun
2006, hasil-hasil penelitian ilmiah, hasil karya ilmiah dalam bentuk buku
dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
dibidang kedokteran, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam
penelitian  ini dengan cara  mengumpulkan, mengidentifikasi,
menginventirisasi peraturan perundang-undangan di bidang medis, meneliti
bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang
yang berbeda khususnya yang berhubungan dengan masalah perlindungan
hukum dan korban tindak pidana dibidang kedokteran.

Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang diperoleh di olah dengan tahapan

sebagaimana  disitir  Arief  Sidharta ® yaitu  menstrukturisasikan,

40, . .
Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, CV Mandar j
Bandung, 2000, him 39 ’ ek
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mendiskripsikan, mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan
dalam tiga tahapan, yaitu :*'

1. Tahapan Teknis yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan
hukum berdasakan hirarkhi sumber hukum untuk membangun landasan
legitimasi dalam menafsirkan peraturan hokum dengan menerapakn
metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren ;

2. Tahapan feleologis, yaitu mensistematisasi peraruan hukum berdasarkan
substansi hukum dengan cara rekonstruksi dan menafsirkan materi yuridis
dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan
berkembang dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan
sistematisasi ; B

3. Tataran eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka
mengintegrasikannya kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat
sehingga dapat menafsir ulang pengertian metode interdisipliner yakni
memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan
pendekatan antisipatif kemasa depan (progress).

5. Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ditelah identifikasi,
disistematisasikan dan diinventarisasikan dan diolah dengan cara menggunakan
metode penafsiran hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam

menganalisis dan mengambil kesimpulan ini adalah :*

a. Penafsiran autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembuat undang-
undang;

b. Penafsiran Tata Bahasa (gramatikal) yakni penafsiran kata-kata yang dipakai
dalam undang-undang yang bersangkutan sebagaimana lazim diartikan dalam
bahasa sehari-hari;

c. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya

hugunga.n kausalitas antara pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-
undang ;

4 -
Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Kajian Sosiologis dan Fil i
Pustaka, Jakarta, 2003, him 120 el ilosofis), Gramedia

42 .
Usmawadi, Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, ian Hukum In .
Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, him 73 Bagi ternasional Fakultas
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Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku
umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses
yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum
diterapkan pada keadaan khusus.®

Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum
yang lebih kongkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih

khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

“ Jhony Ibrahim, Op cit, him 197
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